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BAB II
PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa
2.1.1. Asal-usul/Legenda Desa

Desa Santong berdiri sejak tahun 1967 yang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur  yang berada di bagian Selatan yang telah berusia sekitar 50 Tahun. Desa Santong terlahir sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Santong untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan mempertimbangkan kemampuan desa induk untuk mengurus wilayahnya yang memiliki jangkauan cukup luas, sehingga ditetapkanlah kebijakan pemekaran Desa Santong dari desa induknya, yaitu Desa Suradadi. Kebijakan tersebut tentunya memperpendak jarak jangkauan pelayanan masyarakat dan telah memberikan peluang kepada masyarakat Desa Santong itu sendiri untuk berkreasi dalam mengatur tatanan kehidupan rumah tangganya sesuai adat-istiadat setempat.
Adapun Nama Desa Santong diambil dari nama sebuah gubuk atau kampung  kecil, yaitu Gubuk Santong, yang pada waktu itu berpenghuni tidak lebih dari 13 Kepala Keluarga. Konon, Gubuk Santong tersebut, selalu menjadi pioner perubahan paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, Gubuk Santong juga memiliki pengaruh yang besar terhadap gubuk-gubuk (wilayah) disekitarnya.
Sementara itu, dilihat dari asal katanya, Santong dalam bahasa sasaknya, berasal dari kata “Sintung”, yang artinya “Hanya Satu-Satunya”. Hal tersebut merupakan salah satu alasan para inisiator pendiri desa dalam menetapkan pemilihan nama desa, sehingga ditetapkanlah Santong sebagai nama desa dengan harapan nantinya Desa santong dapat menjadi hanya satu-satunya desa yang selalu menjadi pioner perubahan paradigma pembangunan menuju masyarakat Desa Santong yang mandiri dan sejahtera.
2.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur secara mandiri telah dimulai sejak terpisahnya Desa Santong, dari desa induk, yaitu Desa Suradadi, pada tahun 1967. Ruang lingkup pemerintahan Desa Santong pada waktu itu membawahi 8 (Delapan) wilayah dusun, yaitu :
a. Dusun Batu Sambak;	
b. Dusun Semelik;		
c. Dusun Presak;		
d. Dusun Bunjur; 		
e. Dusun Gegerung Timur;
f. Dusun Gegerung Barat;
g. Dusun Anyar Utara; dan
h. Dusun Anyar Selatan.
 		Pusat Pemerintahan Desa Santong yang pertama kalinya berlokasi di Gunung Bagek Dusun Bunjur dengan status kepemilikan kantor desa masih pinjem pakai atau Numpang. Kepala Pemerintahan Desa Santong pertama kalinya, berdasarkan hasil pemilihan langsung Kepala Desa Santong yang pertama kalinya juga, pada tahun 1967, dipimpin oleh Amaq Abdillah. 
Pada awal masa pemerintahan Kepala Desa Amaq Abdillah, yaitu tahun 1968, pusat pemerintahan desa dipindahkan dari Gunung Bagek  ke Embung Raja dengan status masih numpang. Kepemimpinan Kepala Desa Amaq Abdillah tidak berlangsung lama, yaitu hanya 3 (tiga) tahun, dimana pada tahun 1970, yang bersangkutan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan diberhentikannya Amaq Abdillah sebagai Kepala Desa Santong, menyebabkan terjadinya pergantian kepemimpinan desa yang pada waktu itu dilakukan dengan sistem Penggantian Antar Waktu (PAW), dimana Amaq Abdillah digantikan oleh Calon Kepala Desa yang meraih suara terbesar ke dua atau di bawah perolehan suara Amaq Abdillah, yaitu Mamiq Kameran. 
Mamiq Kameran melanjutkan pemerintahan Amaq Abdillah selama 2 (dua) tahun dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1972. Dalam masa pemerintahan tersebut, yaitu pada tahun 1971, kembali terjadi perubahan posisi pusat pemerintahan, dimana yang sebelumnya berlokasi di Embung Raja, kemudian dipindahkan ke Santong (Bagek Elen), dengan status masih pijam pakai atau numpang.
Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada periode I (Pertama) pemerintahan Desa Santong, penyelenggaran kegiatan pemerintahan tidak stabil, dimana pada periode tersebut telah terjadi pergantian kepemimpinan di tengah jalan dan telah terjadi dua kali perubahan letak pusat pemerintahan.
Periode II (kedua) dan selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan berjalan relatif cukup stabil. Hal ini karena tidak ada catatan peristiwa-peristiwa yang cukup mengganggu jalannya penyelenggaran pemerintahan desa. Periode II (Kedua) sampai periode VI (Keenam) pemerintahan Desa Santong dinakodai oleh Mamiq Kameran yang berhasil memenangkan 5 (lima) Kali Pemilihan Kepala Desa Santong, yaitu pemilihan tahun 1972, 1977, 1982, 1987 dan pemilihan tahun 1992. Pada periode pemerintahan Mamiq Kameran,  belum mampu menyediakan pusat pemerintahan baru yang statusnya merupakan hak milik pemerintah desa.
Periode VII (Ketujuh) dan VIII (Kedelapan), yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 pimpinan desa dikepalai oleh H. M. Yusuf Arsyadi Akbar. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa pemerintahan yang cukup penting dalam perubahan tatanan pemerintahann desa, diantaranya :
	a.	Terjadi 2 (dua) kali perubahan periode pemerintahan atau masa jabatan Kepala Desa, yaitu periode VIII (Ketujuh) yang berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan periode VIII (Kedelapan) yang berlangsung selama 6 (enam) tahun. Periode VII (Ketujuh) dan Periode VIII (Kedelapan) tersebut, berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang masa jabatan seorang kepala desa berlangsung hanya selama 5 (lima) tahun saja;
	b.	Pada Periode VII (Ketujuh), tepatnya tahun 1999, terjadi perubahan paradigma pemerintahan desa dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri;
	c.	Pada tahun 2002, masih pada periode VII (Ketujuh) atau periode I (Pertama) pemerintahan H. M. Yusuf Arsyadi Akbar, telah terjadi perubahan posisi pemerintahan dari Bagek Elen ke posisi saat ini dengan setatus hak milik desa;
	d.	Pada Periode VIII (Kedelapan), atau periode II (Kedua) pemerintahan H.M.Yusuf Arsyadi Akbar, yaitu tepatnya di tahun 2010, terjadi pemekaran Desa Santong dengan Desa Embung Raja dengan pembagian wilayah pemerintahan masing-masing desa induk dan desa pemekaran sama mencakup 4 (empat) wilayah kekadusan. Desa Santong meliputi wilayah Dusun Batu Sambak, Dusun Semelik, Dusun Peresak dan Dusun Bunjur, sedangkan Desa Embung Raja sebagai desa pemekaran meliputi wilayah Dusun Gegerung Timur, Dusun Gegerung Barat, Dusun Anyar Utara dan Dusun Anyar Selatan.
Periode pemerintahan Desa Santong selanjutnya yaitu periode IX (Kesembilan). Kasim, A.Ma yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Desa Santong yang ke sembilan kalinya pada tahun 2011. Pada periode ini, telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan Desa Santong berupa pemekaran wilayah Dusun Batu Sambak menjadi dua dusun dengan wilayah pemekaranya yaitu Dusun Santong. Pada periode ini, wilayah Desa Santong terdiri dari 5 (lima) wilayah dusun.
Kemudian dilanjutkan ke Periode X (Kesepuluh) tahun 2018-2024 kembali Pemerintahan Desa Santong saat ini dipimpin oleh Kasim, A.Ma yang telah berhasil memenangkan kembali Pemilihan Kepala Desa Santong yang ke sepuluh kalinya pada bulan Desember tahun 2017. 
Adapaun gambaran pimpinan-pimpinan Desa Santong sejak terbentuknya sampai dengan saat ini adalah sebagaimana dapat diperhatikan pada tabel 2.1 dengan gambaran beberapa kali perubahan posisi pusat pemerintahan desa sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1.Daftar Nama Kepala Desa Santong Berdasarkan Periodenya Sejak Terbentuk Sampai Dengan Saat Ini.
	No
	Periode
	Nama Kepala Desa
	Masa Jabatan
(Tahun)
	Keterangan

	1.
	Periode I
	AMAQ ABDILLAH
	1967-1970
	Pilkades I Th. 1967

	2.
	
	MAMIQ KAMERAN
	1970-1972
	PAW

	3.
	Periode II
	MAMIQ KAMERAN
	1972-1977
	Pilkades II Th. 1972

	4.
	Periode III
	MAMIQ KAMERAN
	1977-1982
	Pilkades III Th. 1977

	5.
	Periode IV
	MAMIQ KAMERAN
	1982-1987
	Pilkades IV Th. 1982

	6.
	Periode V
	MAMIQ KAMERAN
	1987-1992
	Pilkades V Th. 1987

	7.
	Periode VI
	MAMIQ KAMERAN
	1992-1997
	Pilkades VI Th. 1992

	8.
	Periode VII
	H.M.YUSUF ARSYADI AKBAR
	1997-2005
	Pilkades VII Th. 1997

	9.
	Periode VIII
	H.M.YUSUF ARSYADI AKBAR
	2005-2011
	Pilkades VIII Th. 2005

	10.
	Periode IX
	KASIM, A.Ma
	2011-2017
	Pilkades IX Th. 2011

	11.
	Periode X
	KASIM, A.Ma
	2018-2024
	Pilkades X Th. 2017


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017










Tabel 2.2.Gambaran Perubahan Posisi Pusat Pemerintahan Desa Santong Sejak Terbentuk Sampai Dengan Saat Ini.
	No
	Uraian
	Lokasi
	Keterangan

	1.
	Pusat Pemerintahan I (Sejak Berdiri, tahun 1967 s/d Tahun 1968)
	Gunung Bagek
	Status Numpang

	2.
	Pusat Pemerintahan II (Tahun 1968 sampai dengan Tahun  1971)
	Embung Raja
	Status Numpang

	3.
	Pusat Pemerintahan III (Tahun 1971 sampai dengan Tahun  2002)
	Santong (Bagek Elen)
	Status Numpang

	4.
	Pusat Pemerintahan IV (Tahun 2003  sampai dengan saat ini)
	Santong (Posisi Saat ini)
	Status Hak Milik Desa


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017

2.1.3. Sejarah Pembangunan Desa
Sebagai sebuah desa, seperti desa lainnya yang memiliki tujuan akhir bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir batin, Desa Santong (pemerintah bersama masyarakat) terus berbenah diri dengan melakukan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan cita-citanya. Pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Santong pada awal terbentuknya masih banyak yang tidak pernah sekolah yang faktor utamanya disebabkan oleh ketidakmampuan dari segi daya dukung perekonomian. Jadi, permasalahan pendidikan dan kemiskinan (perekonomian) masyarakat di Desa Santong saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menjadi issu utama yang harus segera dituntaskan.
Pada awal terbentuknya khususnya periode pertama pemerintahan Desa Santong sebagai desa mandiri, kondisi pemerintahan desa masih belum stabil dengan terjadinya perubahan kepemimpinan desa di pertengahan periode dan terjadinya dua kali perpindahan posisi pusat pemerintahan. Hal ini menyebabkan pembangunan sektor lainnya, menjadi felatif terhambat. Pembangunan bisa berjalan efektif sejak periode kedua pemerintahan Desa Santong dengan kondisi politik pemerintahan desa yang relatif stabil.
Untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, Pemerintah Desa Santong berupaya memudahkan masyarakat untuk mengakses pendidikan khususnya Sekolah Dasar dengan mendukung aktif program pembangunan Sekolah Dasar Negeri Inpres melalui fasilitasi kegiatan penyediaan lahan. Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat berupaya melalui berbagai kelembagaan yang ada untuk membangun fasilitas pendidikan secara swadaya. Pemerintah desa terus berbenah diri dibidang pendidikan sampai dengan saat ini, sehingga telah tersedia berbagai prasarana dan sarana pendidikan dari pendidikan usia dini (TK/Sederajat) sampai pendidikan tingkat menengah atas (SLTA/Sederajat). Disamping itu, untuk pemberantasan buta aksara bagi masyarakat yang tidak pernah mengenyam pendidikan, pemerintah desa telah berupaya menyediakan program pemberantasan buta aksara.
Disisi lain, untuk mengurangi angka kemiskinan, berbagai program pembangunan telah diupayakan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal pertama yang dilakukan pemerintah desa yaitu melalui penyediaan infrastruktur yang dapat memperlancar arus perekonomian masyarakat, seperti pembukaan jalan baru, pembangunan pasar, peningkatan produktifitas pertanian dan pengembangan peternakan, serta pembangunan prasarana dan sarana perekonomian lainnya. Keberhasilan pembangunan di bidang perekonomian tersebut tampak dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Desa Santong saat ini, apabila dibandingkan dengan kondisi saat awal terbentuknya desa.
Begitupun halnya dengan pembangunan bidang lainnya, telah diupayakan selaras antara bidang yang satu dengan yang lainnya untuk tujuan kesejahteraan masyakat. Dengan datangnya era baru pemerintahan desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai karakteristik dan adat istiadat setempat, telah memberikan ruang kepada desa untuk terus berbenah diri dan meningkatkan kreatifitanya dalam membangun masyarakat desa.

2.2.	Profil Desa Santong
2.2.1.	Kondisi Geografis
Desa Santong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan posisi geografis terletak antara 1160 - 1170 Bujur Timur dan 80 - 90 Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:


	- Sebelah Utara
	:
	Desa Suradadi Kecamatan Terara

	- Sebelah Selatan
	:
	Desa Embung Raja Kecamatan Terara

	- Sebelah Barat
	:
	Desa Leming Kecamatan Terara

	- Sebelah Timur
	:
	Desa Pandan Duri Kecamatan Terara



Berdasarkan Tofografi wilayahnya, Desa Santong terletak pada ketinggian 3500 meter dari permukan laut (mdpl) dengan kemiringan 0-12 % yang berupa dataran rendah dengan banyak terdapat daerah perbukitan dengan total  Luas wilayah Desa Santong adalah 385,45 Ha.
Adapun Pembagian wilayah Desa Santong menurut penggunaannya adalah sebagaimana tertera pada tebel di bawah ini :
Tabel 2.3. Luas Wilayah Desa Santong Menurut  Rincian Penggunaannya.
	Luas pemukiman
	34.15  ha/m2

	Luas persawahan
	209.79  ha/m2

	Luas perkebunan
	110.05  ha/m2

	Luas kuburan
	 1.92  ha/m2

	Luas pekarangan	
	26.08  ha/m2

	Perkantoran
	0.13  ha/m2

	Luas prasarana umum lainnya
	3.33  ha/m2

	Total luas
	385.45  ha/m2


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017
	TANAH SAWAH
	

	Sawah irigasi ½ teknis
	 209.79  ha/m2

	Sawah tadah hujan
	 26.21  ha/m2

	Total luas 
	 236.58 ha/m2

	TANAH KERING
	

	Tegal/ladang
	 110.05  ha/m2

	Pemukiman
	 34.15  ha/m2

	Total luas
	 236.10 ha/m2

	TANAH BASAH
	

	Situ/waduk/danau/Embung
	2.41 ha/m2

	Total luas
	2.41  ha/m2

	TANAH PERKEBUNAN
	

	Tanah perkebunan perorangan
	110.05  ha/m2

	Total luas
	110.05  ha/m2

	TANAH FASILITAS UMUM
	

	Tanah bengkok/Pecatu
	 7.31  ha/m2

	Tempat pemakaman desa/umum
	 1.91  ha/m2

	Bangunan sekolah/perguruan tinggi 
	 4.5   ha/m2

	Total luas
	13.72  ha/m2




3. Iklim
	Curah hujan
	2000-3000 Mm

	Jumlah bulan hujan
	6 ( enam ) bulan

	Kelembaban
	20-250 C

	Tempratur tertinggi 
	30-350 C

	Suhu rata-rata harian
	38  0C

	Tinggi tempat dari permukaan laut 
	3500  mdl









4.
4. Jenis dan kesuburan tanah 
	Warna tanah (sebagian besar)
	hitam

	Tekstur tanah 
	Lampungan

	Tingkat erosi tanah 
	-

	Luas tanah yang tidak ada erosi 
	236,10  ha/m2




Orbitasi Desa Santong ke pusat pemerintahan Kecamatan relatif cukup dekat, sedangkan orbitasi Desa Satong ke pusat pemerintahan Kabupaten dan pusat pemerintahan Propinsi relatif cukup jauh. Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan hanya sekitar 2 km dan dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 5-10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten sejauh lebih kurang 20 km dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 Menit dengan alat transportasi darat berupa kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Sementara itu, jarak tempuh Desa Santong ke Pusat Pemerintahan Propinsi adalah sekitar 35 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 60 Menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. 
Desa Santong secara umum memiliki tekstur tanah lempungan atau tanah liat dengan warna tanah sebagian besarnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Lahan di Desa Santong tergolong lahan potensial dan tidak ditemukan adanya lahan kritis atau lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tingkat erosi tanah sangat rendah, karena hampir tidak ada ditemukan tanah yang terkena erosi. 67,80 % wilayah Desa Santong adalah lahan pertanian dengan keluarga petani sekitar 985 Keluarga. Keluarga petani yang memiliki lahan pertanian adalah sekitar 313 Keluarga dan yang tidak memiliki lahan pertanian sekitar 672 keluarga. Hampir seluruh petani menanam tanaman pangan dengan komoditas pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2.4.	Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Di Desa Santong Pada Tahun 2018.
	Komoditas
	Jumlah Luas Tanam 
	Produktivitas 

	  Jagung
	21.42
	Ha
	47.83
	kw/ha

	  Kacang kedelai
	17
	Ha
	23
	Ton/ha

	  Padi Sawah
	192.80
	Ha
	86.76
	Ton/ha

	  Cabe
	20.12
	Ha
	40.60
	kw/ha

	  Tomat
	5.00
	Ha
	4.43
	kw/ha


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017

Sementara itu, luas lahan perkebunan di Desa Santong sekitar 54,57 ha yang merupakan daerah perbukitan, sedangkan luas lahan tanaman perkebunan pada tahun 2017 adalah sekitar 72,17 ha dengan Keluarga Perkebunan sekitar 59 Keluarga. Adapun komoditas hasil perkebunan pada tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Luas dan Hasil Perkebunan Menurut Komoditas Tahun 2018. 
	Jenis
	Swasta/negara
	Rakyat

	
	Luas (ha)
	Hasil (kw/ha)
	Luas (ha)
	Hasil (kw/ha)

	Jambu Mente
	-
	-
	0.40
	Blm Produksi

	Tembakau
	-
	-
	25.50
	255.000

	Tembakau Rajang
	-
	-
	1.00
	10.000

	Singkong
	-
	-
	0.20
	16 


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017.
	
Selain bidang Pertanian, Peternakan di Desa Santong juga Cukup berkembang, dimana jumlah keluarga yang menggeluti peternakan relatif cukup banyak dan hampir setiap rumah tangga memeiliki peternakan. Produksi peternakan di Desa Santong berupa daging dan telur dengan jenis pepulasi ternak yang dikembangkan pada tahun 2017 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6.	Jenis Populasi Ternak di Desa Santong Pada Tahun 2018.

	Jenis Ternak
	Jumlah Pemilik
	Perkiraan Jumlah Populasi

	Sapi
	275
	Orang
	475
	Ekor

	Ayam Kampung
	275
	Orang
	   2889 
	Ekor

	Ayam Bangkok
	10
	Orang
	250
	Ekor

	Ayam broiler
	2
	Orang
	600
	Ekor

	Ayam layer
	2
	0rang
	800
	Ekor

	Bebek
	27
	Orang
	174
	Ekor

	Kuda
	4
	Orang
	4
	Ekor

	Kambing
	9
	Orang
	25
	Ekor

	Burung Merpati
	55
	Orang
	350
	Ekor


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017.

Potensi dan sumber daya air yang dimiliki oleh Desa Santong sangat terbatas, dimana sumber mata air yang dimiliki berupa mata air kondisi debit airnya relatif kecil. Lebih jelasnya mengenai sumber air bersih masyarakat Desa Santong dapat diperhatikan pada tabel berikut :
Tabel 2.7. Sumber Air Bersih dan Kualitas Air Minum di Desa Santong Pada Tahun 2018. 
	Jenis
	Jumlah (unit)
	Pemanfaat (KK)
	Kondisi (Baik/Rusak)

	Sumur Bor
	1
	250
	Baik

	Sumur Gali
	196
	1.155
	Baik

	Hidran Umum
	-
	-
	-

	PAM
	-
	-
	-

	Sungai
	1
	434
	Baik


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017.
2.2.2.Kondisi Perekonomian Desa
Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Santong terus berkembang pesat, terutama di sektor perniagaan. Hal ini selain disebabkan oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga dipengaruhi oleh letak Desa Santong yang cukup strategis, dimana Desa Santong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah perbatasan dan menjadi salah satu daerah jalur penghubung antar 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut berdampak pada peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan dan jasa sebagai akibat aktifitas transfortasi dan distribusi yang cukup ramai. 
Selain itu, keberadaan Bendungan Pandanduri di wilayah Desa Santong telah memberikan pengaruh besar terhadap perubahan struktur perekonomian masyarakat, dimana masyarakat yang semula banyak bergantung pada sektor pertanian (Sektor Primer), kini berubah menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor lainnya, namun yang paling menonjol adalah sektor perdagangan, industri dan jasa. Keberadaan Bendungan Pandan Duri juga berdampak pada munculnya potensi sektor baru berupa area wisata baru yang berdampak pula pada peningkatan perekonomian masyarakat. 
Pertumbuhan perekonomian Desa Santong ditandai dengan peningkatan jumlah lembaga-lembaga perekonomian desa yang cukup signifikan, terutama pada sektor perniagaan seperti Pasar, Pusat-pusat Perbelajaan, dan lain-lain. Peningkatan lembaga-lembaga perekonomian desa tersebut telah turut menyumbangkan pengaruh baik pada peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat desa berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan turus berkurangnya angga kemiskinan, dimana jumlah keluarga prasejahtera semakin berkurang dan terjadi peningkatan jumlah keluarga sejahtera.
Gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Santong pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Santong Pada Tahun 2018.
	No.
	Uraian Tingkat Kesejahteraan
	Jumlah

	1.
	Jumlah keluarga prasejahtera
	748  keluarga

	2.
	Jumlah keluarga sejahtera 1
	 899  keluarga

	3.
	Jumlah keluarga sejahtera 2
	325  keluarga

	4.
	Jumlah keluarga sejahtera 3
	 19  keluarga

	5.
	Jumlah keluarga sejahtera 3+
	· Keluarga

	6.
	Total jumlah kepala keluarga 
	 1991  keluarga


Sumber: Profil Desa Santong Tahun 2017.

2.2.3. Kondisi Sosial Budaya
Jumlah penduduk Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur awal tahun 2018 tercatat sebanyak  5996 jiwa terdiri dari 3044 jiwa laki-laki dan 2952 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak  1991 KK. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 1447 Per Kilometer Persegi.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ; 


Tabel 2.9.	Penduduk Desa Santong Menurut Usia pada tahun 2018.
	Kelompok Umur
	Blank
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah
	Rasio

	a. Usia 0 - 5 Thn
	0
	211
	202
	413
	1,04

	b. Usia 5 - 7 Thn
	0
	140
	108
	248
	1,30

	c. Usia 7 - 13 Thn
	0
	300
	293
	593
	1,02

	d. Usia 13 - 16 Thn
	0
	165
	128
	293
	1,29

	e. Usia 16 - 19 Thn
	0
	155
	159
	314
	0,97

	f. Usia 19 - 23 Thn
	0
	173
	195
	368
	0,89

	g. Usia 23 - 30 Thn
	0
	408
	450
	858
	0,91

	h. Usia 30 - 40 Thn
	0
	577
	541
	1.118
	1,07

	i. Usia 40 - 56 Thn
	0
	608
	565
	1.173
	1,08

	j. Usia 56 - 65 Thn
	0
	162
	155
	317
	1,05

	k. Usia 65 - 75 Thn
	0
	108
	112
	220
	0,96

	l. Usia > 75 Thn
	0
	37
	44
	81
	0,84

	Total
	0
	3.044
	2.952
	5.996
	1,03


Sumber: Pengolahan Data Profil Desa Santong Tahun 2017.

Berdasarkan tingkatan pendidikannya, penduduk Desa Santong didominasi oleh penduduk tamatan SD dan SLTP. Lebih jelasnya struktur penduduk Desa Santong berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.	Penduduk Desa Santong Menurut Pendidikan  
		Tahun 2018. 
	Tingkat Pendidikan
	Laki-laki
	Perempuan

	Usia 0-3 tahun yang belum sekolah
	180
	125

	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK
	110
	85

	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Graup
	145
	126

	Usia 7-18 tahun yang tidak sekolah
	100
	70

	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah
	501
	480

	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah
	220
	187

	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD 
	155
	135

	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP
	480
	468

	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA
	284
	255

	Jumlah Tamat SLTP/Sederajat
	346
	342

	Jumlah Tamat SLTA/Sederajat
	380
	352

	Jumlah Tamat D-1/Sedertajat
	35
	12

	Jumlah Tamat D-2/Sedearajat
	45
	18

	Jumlah Tamat D-3/Sederajat
	64
	26

	Jumlah Tamat S-1/Sederajat
	165
	102

	Jumlah Tamat S-2/Sederajat
	3
	0

	 JUMLAH 
	             3,213 
	             2,783 

	 JUMLAH  L+P 
	 
	             5,996 

	Sumber: Pengolahan Data Profil Desa Santong 2017
 



Sementara itu, dilihat dari pekerjaan yang digeluti masyarakat, sebagian besar penduduk Desa Santong bermatapencaharian sebagai petani/pekebun dan buruh tani/perkebunan. Selain itu banyak juga yang berkerja serabutan sebagai buruh harian lepas. Sisanya berprofesi sebagai peternak, PNS/TNI/POLRI, pedagang, mekanik, guru, dosen, dan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran pekerjaan penduduk akibat keberadaan Bendungan Pandan Duru dari Petani menjadi Pedagang atau wirausahan baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11.	Penduduk Desa Santong Menurut Mata Pencaharian Pada Tahun 2018.

	Tingkat Pendidikan
	Laki-laki
	Perempuan

	Petani/Pekebun
	352
	152

	Buruh tani/perkebunan
	242
	125

	Buruh Migran
	241
	156

	Peternakan/Perikanan
	87
	12

	Buruh Peternakan/Perikanan
	23
	23

	PNS/TNI/Polri
	32
	10

	Perajin Industri Rumah Tangga
	8
	6

	Pedagang
	165
	121

	Mintir/Mekanik
	8
	0

	Dukun terlatih
	0
	1

	Jasa Keterampilan
	15
	44

	Guru Swasta
	75
	45

	Wiraswasta
	421
	308

	Keryawan Perusahaan Pemerintah/Swasta
	87
	20

	Transportasi
	165
	0

	Sopir
	65
	0

	Mengurus Rumah Tangga
	0
	989

	Pelajar/Mahasiswa
	540
	507

	Belum/Tidak Bekerja
	530
	421

	 JUMLAH 
	             3,056 
	             2,940 

	 JUMLAH  L+P 
	 
	             5,996 

	Sumber: Pengolahan Data Profil Desa Santong 2017


Jumlah Tenaga Kerja di Desa Santong cukup banyak, dilihat dari jumlah penduduk yang berumur 18-56 tahun, yaitu sekitar 2.943 Orang yang terdiri dari 1.643 laki-laki dan 1.480 perempuan. Presentase jumlah angkatan kerja dari jumlah penduduk Desa Santong adalah sekitar 58.89 %. Lebih jelasnya mengenai angkatan kerja di Desa Santong dapat diperhatikan pada tabel berikut :
 
Tabel 2.12.	Kondisi Angkatan Kerja di Desa Santong Pada 
      		Tahun 2018. 

	TENAGA KERJA
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN

	Penduduk usia 18-56 tahun
	1463  orang
	1480  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja  
	1403  orang
	1453  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja 
	60  orang
	27  orang

	Penduduk usia 0 – 6 tahun 
	332 orang
	296  orang

	Penduduk masih sekolah 7-18 th
	477  orang
	462  orang

	Penduduk usia 56 tahun ke atas 
	693  orang
	622  orang

	Angkatan kerja 
	1463  orang
	1480  orang

	Jumlah
	3044   orang
	2952  orang

	Jumlah total
	5996 orang


Sumber: Pengolahan Data Profil Desa Santong Tahun 2017


Kualitas angkatan kerja Desa Santong dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki angkatan kerja. Tabel berikut menggambarkan kualitas angkatan kerja di Desa Santong :




Tabel 2.13.	Kualitas Angkatan Kerja di Desa Santong Pada Tahun 2018. 
	ANGKATAN KERJA
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN

	Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin 
	427  orang
	428  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD  
	286  orang
	276  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD  
	545  orang
	540  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP
	342  orang
	332  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA
	 65  orang
	  97  orang

	Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi
	 31  orang
	 20  orang

	Jumlah
	1696 orang
	1693 orang


Sumber: Pengolahan Data Profil Desa Santong Tahun 2017

2.2.4. Kondisi Prasarana dan Sarana Desa
Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman, antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Keadaan sarana dan prasarana desa terus mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses menuju peningkatan kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya mengenai keberadaan dan jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Santong dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
Tabel 2.14. Prasarana dan Sarana Transportasi Desa Santong Tahun 2018.
1. Prasarana Transportasi Darat
	Jenis Sarana dan Prasarana
	Baik
(km atau unit)
	Rusak
(km atau unit)

	1.1. Jalan Desa/Kelurahan

	       Panjang jalan aspal
	1,5
	-

	       Panjang jalan tanah
	15
	15

	       Panjang jalan sirtu
	
	

	       Panjang jalan konblok/semen/beton
	
	

	1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan

	       Panjang jalan aspal
	0,600
	-

	       Panjang jalan tanah
	-
	4

	1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan

	       Panjang jalan aspal
	1,5
	-

	1.4. Jembatan Desa/Kelurahan

	       Jumlah jembatan beton
	2
	-

	       Jumlah Total 
	.
	.





2. Sarana Transportasi Darat

	Truck umum
	Ada -       14  unit

	Ojek
	 Ada -       20  unit

	Delman/bendi/cidomo
	 Ada -        4  unit

	Pick Up
	Ada -        15 unit


Sumber: Pengolahan Data Profil Desa Santong Tahun 2017
	Tabel 2.15. Prasarana dan Sarana Telekomunikasi dan Informasi Desa Santong tahun 2018.
1. Telepon

	Telepon Umum
	Tidak Ada

	Wartel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tidak Ada

	Warnet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tidak Ada

	Jumlah Pelanggan Telkom
	 
	 
	Tidak Ada

	Jumlah Pelanggan GSM
	 
	 
	 
	3.592 Orang

	Jumlah Pelanggan CDMA
	 
	 
	38 Orang

	Sinyal Telepon Seluler/Handpone
	3G dan 4G

	

	2. Radio/Televisi

	TV Umum
	Tidak Ada

	Radio
	Ada

	Jumlah TV
	1655 Unit

	Jumlah Pelanggan TV Kabel
	258 Orang

	Jumlah Parabola
	236 Unit

	
3. Koran / Majalah / Buletin

	Koran / Surat Kabar
	Ada

	Majalah
	Tidak Ada

	Papan Iklan/Reklame
	Tidak Ada

	Papan Pengumuman
	Ada




Tabel 2.16. Prasarana dan Sarana Air Bersih di Desa Santong Tahun 2018.

	  Jumlah Sumur Bor
	1
	Unit

	  Jumlah Sumur Gali
	196
	Unit

	  Jumlah Hidran Umum
	11
	Unit

	  Jumlah PAM
	1
	Unit

	  Jumlah Mata Air
	-
	Buah



	

Tabel 2.17. Prasarana dan Sarana Sanitasi di Desa Santong Tahun 2018.

	  Saluran Drainase/SPAL
	Ada

	  Sumur Resapan Air Rumah Tangga
	Tidak Ada

	  Jumlah MCK Umum
	6 Unit

	  Jumlah Pemilik Jamban Keluarga
	1150 KK

	  Kondisi Saluran Drainase/SPAL
	Kurang Baik



	


Tabel 2.18. Prasarana dan Sarana Irigasi di Desa Santong Tahun 2018.


1. Prasarana  Irigasi
	Panjang saluran primer
	       3750  m

	Panjang saluran sekunder
	1000  m

	Panjang saluran tersier
	10200   m

	Jumlah pintu sadap
	2  unit

	Jumlah pintu pembagi air
	21  unit



2. Kondisi Irigasi

	Panjang saluran sekunder rusak 
	750  m

	Panjang saluran tersier rusak
	900  m

	Jumlah pintu pembagi air rusak
	17  unit







Sumber: Profil Desa Santong 2017
2.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa
2.3.1. Struktur Organisasi Desa
 	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No. 6 Tahun 2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 2 UU RI No. 6 Tahun 2014). Pemerintah Desa mempunyai beberapa fungsi (Perda Kab. Lotim N0. 3 Tahun 2007), antara lain :
a.	Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 
b.	melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
c.	melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat.
d.	melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
e.	Melakukan fungsi – fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari :
a.	Kepala Desa
b.	Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang membawahi 5 (Lima) urusan yang masing-masing urusan dilaksanakan oleh seorang kepala urusan, yaitu :
	1. Urusan Pemerintahan;
	2. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
	3. Urusan Administrasi Umum;
	4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
	5. Urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
	6. Urusan Keuangan.
c.	Dusun (unsur kewilayahan) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Santong sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tersebut di atas adalah seperti terlihat pada bagan/gambar berikut ini.
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Berdasarkan Perda Kab. Lombok Timur N0. 3 Tahun 2007
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Berdasarkan struktur organisasi Desa Santong sebagaimana bagan di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan desa melaksanakan garis komando langsung terhadap perangkat desa dibawahnya baik itu unsur sekretariat desa maupun unsur kewilayahan desa.
2. Hubungan Kepala Desa dengan BPD merupakan garis Koordinasi, artinya adalah bahwa antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan koordinasi sebagai mitra kerja.
3. Sekretaris Desa merupakan kepala kantor yang membawai Kepala-Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
4.	Kepala-Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
5.Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Dalam rangka mewujudkan cita-citanya serta menjalankan roda Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur perlu didukung oleh aparatur desa yang memadai serta sarana-prasarana pemerintahan lainnya. Aparatur pemerintah desa yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kondisi Aparatur Pemerintah Desa Santong adalah sebagimana tercantum pada tabel di bawah ini :
[bookmark: _GoBack]

Tabel 2.19. Kondisi Aparatur Pemerintah Desa Santong Pada Tahun 2018.
	No.
	Nama Jabatan
	Nama Pejabat
	Pendidikan
	Ket.

	1.
	Kepala Desa
	KASIM, A.Ma
	D2
	-

	2.
	Sekretaris Desa
	BAIQ EMI SURIANI
	SLTA
	-

	3.
	Kepala Urusan Pemerintahan 
	LALU SUPARMAN
	SLTP
	Plt.

	4.
	Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan
	SABARUDIN
	SLTA
	Plt.

	5.
	Kepala Urusan Administrasi Umum
	MAHSUN 
	SLTA
	Plt.

	6.
	Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban
	-
	-
	Lowong

	7.
	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
	BAIQ MUSTIARA
	SLTA
	Plt.

	8.
	Kepala Urusan Keuangan
	SISWANDI
	SLTA
	Plt.

	9.
	Kepala Dusun Batu Sambak
	AHMAD SADIKIN
	SLTP
	-

	10.
	Kepala Dusun Santong
	YUSUP
	SLTP
	Plt.

	11.
	Kepala Dusun Semelik
	ABDUL RASYID
	SLTA
	Plt.

	12.
	Kepala Dusun Peresak
	HAJI AHMAD USMAN
	SLTP
	Plt.

	13.
	Kepala Dusun Bunjur
	MUH. AMIN
	SD
	Plt.



Sumber : Pengolahan Data Desa Tahun 2017




2.3.2. Tata Kerja Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.  Tugas pokok dan fungsi Aparat Pemerintahan Desa antara lain :

A. Kepala Desa

1. Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Kewenangan Kepala Desa, antara lain :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Des) untuk dibahas  dan ditetapkan bersama BPD;
e. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
f. Membina perekonomian desa
g. Mengkoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kewajiban seorang Kepala Desa meliputi :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,  melaksanakan     Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamikan perselisihan masyarakat di desa;
l. Mengembangan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;
o. Mengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati 1 (satu) kali dalam satu tahun melalui Camat, memberikan pertanggungjawaban kepada BPD sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD, serta mengimformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat, dan
q. Menyampikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
4. Larangan bagi Kepala Desa, antara lain :
a. Menjadi pengurus partai politik;
b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
d. Terlibat dalam kompanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
f. Melakukan kolusi,Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
g. Menyalahgunakan wewenang, dan
h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

B. Sekertaris Desa
1.	Tugas Pokok Sekretaris Desa adalah Membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan Tekhnis Administrasi kepada Seluruh Perangkat Pemerintah Desa.
2.	Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Melakukan Koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa
b. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
c. Melakukan pemantuan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kesejahtraan Masyarakat
d. Malakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat.
e. Melakukan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga,surat menyurat dan kearsipan serta pelayanan kepada masyarakat
f. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des)
g. Menyusun Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKP Des)
h. Menyusun Laporan akhir tahun Penyelenggaran Pemerintahan Desa.

C.	Kepala Urusan (KAUR)

1. Kepala Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pemerintahan, Kependudukan, Pertahanan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
2. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian dan produksi.
3. Kepala Urusan Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan umum yang meliputi kekayaan dan inventaris desa, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.
4. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pelayanan ketentraman dan ketertiban desa, pembinaan dan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Urusan Kesejahtraan Masyarakat mempuyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahtraan rakyat.
6. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi keuangan desa.

D.	Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan diwilayah kerjanya.Selain itu, Kepala Dusun juga mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :
a. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
c. Pelaksanaan kegitan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengayoman dan pembinaan adat-istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat;
e. Pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat;
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

E.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa bertugas menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. BPD berfungsi membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa , menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. BPD mempunyai wewenang antara lain :
a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, 
c. Peraturan Kepala Desa, dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
e. Membantu panitia pemilihan Kepala Desa;
f. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan       menyalurkan aspirasi masyarakat;
g. Menyusun tata tertib PBD.
4. BPD mempunyai hak, antara lain :
a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
5. BPD mempunyai kewajiban, antara lain :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
e. Memperoses pemilihan Kepala Desa;
f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat;
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
6. Larangan bagi anggota BPD, antara lain :
a. Sebagai pelaksana program desa;
b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambil;
d. Menyalahgunakan wewenang;
e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
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